KRBUPATEN SUKOHARIO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang

Mengingat

NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

BADAN KREDIT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa setiap pihak dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana harus

terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia;

. bahwa sehubungan hal tersebut dalam huruf a, Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah
Badan Kredit Desa perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menetapkan

dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 153) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PD. BKD berfungsi sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang
perkreditan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

PD. BKD mempunyai tugas antara lain:
mengembangkan ekonomi kerakyatan;

b. membantu menyediakan kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah
dengan cara mudah, cepat dan mengarah dengan prinsip kehati-hatian
dalam mengembangkan kesempatan berusaha; dan

c. meningkatkan pendapatan daerah dan desa.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
PD. BKD menyelenggarakan usaha-usaha memberikan kredit dan
melakukan pembinaan terhadap nasabah.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Modal dasar PD. BKD ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah).

(2) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap
sampai dengan tahun 2016 yang dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

(3) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PD. BKD dapat
menerima dana yang bersumber dari sumber lain yang sah, selain dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

(4) Modal PD. BKD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.



Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 17 Juli 2009

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 17 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd.
Ign. INDRA SURYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARIJO
TAHUN 2009 NOMOR 8



II.

5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BADAN KREDIT DESA

PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan yang
bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan, yaitu ketentuan Pasal 16 undang-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur bahwa setiap pihak dalam
melakukan kegiatan penghimpunan dana harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha
sebagai bank dari Bank Indonesia.

Sehubungan hal tersebut maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa
dimaksud dengan membentuk Peraturan Daerah perubahan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Angka 1
Pasal 6

Yang dimaksud dengan lembaga keuangan yang bergerak di bidang
perkreditan adalah lembaga penyedia modal dengan menyalurkan dana
pinjaman yang berbentuk uang dengan imbalan jasa bunga sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu dan sistem
angsuran tertentu.

Angka 2

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha yang memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah).



Yang dimaksud dengan Usaha Menengah adalah usaha yang memenuhi
kriteria sebagai berikut:

a.

Angka 3

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 8

Angka 4

Yang dimaksud dengan nasabah adalah penerima kredit/yang
meminjam uang (debitur) yang mempunyai ikatan dan kewajiban untuk
membayar kembali pinjamannya dengan bunga dan jangka waktu
tertentu sesuai perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Pasal 9

Pasal 11
Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah adalah penyertaan
modal dari pengurus PD. BKD, bantuan dari Pemerintah Provinsi
dan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Ayat (4)
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 167



